BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI MAMUJU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman  Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah, menyebutkan bahwa pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan
membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Mamuju;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah




10.

11.

12.

beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuplik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Repuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4 /2009
tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun
2012 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas
dalam Penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan di
Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Nomor 41);




Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 41);

15. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju
Tahun 2024 Nomor 34);

Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Mamuju Nomor 442 tanggal 20 Desember Tahun
2024 perihal Usulan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Mamuju.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU.

Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Mamuju, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat yang
bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian,
penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan
pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, yang terdiri dari PPID
Utama dan PPID Pembantu;

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. tugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi
dan dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari
PPID Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan

memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;
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melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;

melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;

melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses
oleh masyarakat;

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak
untuk dipublikasikan;

menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan
memelihara informasi dan dokumentasi; dan
membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa
informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.

b. wewenang:

L

menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan;

. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi

dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan

dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya;

. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan

dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk
kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab,
tugas, dan kewenangannya;
menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau
sesuai kebutuhan;
melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi
dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat,

b.




KELIMA

KEENAM

KETUJUH

tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima;

mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan
data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintahan Daerah menjadi bahan informasi
publik; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT,
PPID Pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:

a.

menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi
dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan
perundang-undangan; dan
mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada
DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang
dapat diakses oleh publik.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mamuju pada anggaran masing-masing Perangkat
Daerah;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi di Jakarta.
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Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.

Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.

Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju di Mamuju.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju
di Mamuju.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.

7. Kabag. Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju.




Lampiran :  KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
Nomor : 29 TAHUN 2025
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